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Abstact: Theresearch studies about the implication of judge’s sentence that wins an aceusing
person in ciwil service’s legal dispute. This research uses normative empirical jurisdiction
approach. The resull of research indicates that the law implication on behalf of PTUN judge’s
sentenee which wins an cccusing person, decision that is given by an accusing person is not
legal based on lawstat, so.the aecusing person must withdraw his sentence and produce new

sentence.
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I. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
aparatur negara mempunyai posisi sangat
strategis dan peranan menentukan dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan. Sebagai aparatur negara,
PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, UUD 1945, negara dan
pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai
pelaksana perundang-undangan wajib
berusaha untuk taat pada setiap peraturan
perundang-undangan di dalam melaksana-
kan tugas kedinasan. Pemberian tugas
kedinasan kepada PNS pada dasarnya
merupakan kepercayaan dari atasan yvang
berwenang, dengan harapan bahwa tugas
itu akan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Oleh karenanya, setiap PNS wajib
melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung-
jawab. Pemerintah melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Disiplin  PNS,
memberikan pembinaan kepada PNS vang
diarahkan untuk menjamin penyelenggara-
an tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdayaguna dan berhasilguna,

melalui atau berdasarkan sistem karir dan
sistem prestasi kerja, yang dilakukan secara
bertahap sejak pengangkatan, penempatan,
pendidikan dan latihan, pemindahan,
penghargaan, serta pemberhentian, dengan
selalu mengacu kepada kode etik dan
peraturan disiplin yang diberlakukan.
Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk
mengoptimalkan kinerja sumber daya
aparatur. Demikian juga sebaliknya, jika
PNS di dalam melaksanakan tugas dan
tanggung-jawabnya melakukan pe-
langgaran disiplin misalnya, tidak masuk
kerja tanpa alasan yang jelas sebagaimana
diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1983,
dapat dijatuhi hukaman disiplin berbentuk
pemberhentian tidak dengan hormat
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3)
PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian PNS.

Kenyataan pemberhentian tidak dengan
hormat ini dapat menimbulkan ketidak-
puasan pada PNS tersebut dan tidak
menutup kemungkinan memieu terjadinya
sengketa kepogawaian.

Peradilan Administrasi atau “Administra-
tieve rechtspraak” atau Judicial control of
adminitrative action” sesungguhnya juga
merupakan genus peradilan, karena tujuan
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pembentukan dan kedudukan suatu
peradilan administrasi dalam suatu negara
terkait dengan falsafah negara yang
dianutnya, Mengacu pada Penjelasan
Umum UU Nomer 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bagi
Indonesia sebagai negara hukum, hak dan
kepentingan perseorangan dijunjung tinggi,
untuk itu kepentingan perseorangan harus
seimbang dengan kepentingan masyarakat
atau kepentingan umum. Kondisi demikian
membuat penegak hukum memberikan
penafsiran menurut persepsinya masing-
masing sebagaimana dalam, sengketa
Putusan PTUN Bandar Lampung tentang
séngketa kepegawaian antara Saudari
Ardiantika Bernasari, 8. Sos, seorang PNS
di UPTD RSUD Abdul Moeloek Bandar
Lampung, dengan Gubernur Lampung,
karena FNS melanggar Pasal 6 ayat (4) PP
Nomor 30 Tahun 198e, sehingga dijatuhi
hukuman disiplin dalam bentuk SK
Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.

Dibentuknya PTUN adalah sebagai salah
satu sarana untuk menyelesaikan sengketa
antara pemerintah (pejabat pemerintah)
dengan anggota msyarakat. PTUN
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman vang diberi tugas untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa dalam bidang TUN. PTUN
merupakan sarana kontrol yang berbentuk
refresif yudikatif, dalam arti bahwa PTUN
hanya dapat bertindak setelah terjadi suatu
penyimpangan atau penyalahgunaan-
penyalahgunaan administratif. Selain itu
ada hal yang lebih penting dari
pembentukan PTUN, wyaitu kontrol
preventif yudikatif vang dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya penyimpang-
an-penyimpangan administratif. Untuk
mendukung hal tersebut, usaha
menertibkan administratif perlu terus
ditingkatkan sehingga dapat diciptakan
administrative behavior di lingkungan
aparatur pemerintah serfa menciptakan
pula iklim vang tidak merangsang
timbulnya penyimpangan-penyimpangan
administratif tersebut. Sebagai salah satu

badan yang pendiriannnva dimaksudkan
untuk menertibkan terhadap tindakan-

tindakan penyimpangan administratif,

maka peranan Pejabat PTUN sangat
strategis dan sangat menentukan
keberhasilan misi tersebut. Oleh karena itu
diharapkan Pejabat PTUN dapat bertindak
objektif, tidak sewenang-wenang, tidak
menyalahgunakan kekuasaan serta
melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan dan prosedur vang berlaku.
Upava hukum vang biasa dilakukan dalam
melakukan gugatan atas pemberhentian
tidak dengan hermat dalam masalah
kepegawaian adalah melalui gugatan vang
diajukan ke PTUN. Salah satu sengketa
kepegawaian vang mencuat kepermukaan
tahun 2008 adalah kasus gugatan yang
diajukan oleh Saudari Ardiantika Bernasari,
kepada Gubernur Lampung di PTUN
Bandar Lampung tentang: Surat Keputusan
Gubernur Lampung Nomor - 862.3/606/
I1.12/2008 Tentang Hukuman Disiplin
berupa Pemberhentian tidak dengan
hormat Saudari Ardiantika Bernasari,
sebagai PNS, Sengketa tersebut akhirnya
dimenangkan oleh Penggugat vang
dituangkan dalam amar putusan oleh
Majeis Hakim Pengadilan TUN Bandar
Lampung dalam kasus sengketa
kepegawatan.

Berdasarkan uraian latar belakang
masalah, maka permasalzhan wyvang
diajukan dalam tesis ini adalah sebagai
berikut: (a) Mengapa penggugat
dimenangkan dalam sengketa kepegawaian
Nomer: 160/G.TUN/2008/PTUN-BL?,
sementara dilain pihak Gubernur Lampung
dalam mengeluarkan keputusan dalam
rangka menegakkan disiplin dan sudah
sesual dengan kewenangan yang ada
padanva. (b) Bagaimanakah implikasi
hukum terhadap putusan bakim PTUN
Bandar Lampung menengkan penggugat
dalam kasus sengketa kepegawaian ?

1I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah normatif-empiris
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dengan pendekatan normatif analitis.
Maksud penggunaan metode tersebut
adalah untuk menilai kesesuaian antara
peraturan perundang-undangan yang
digunakan dalam menyvelesaikan sengketa
dengan subvek sengketa. Menurut
Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum
normatif-empiris menghkaji pelaksanaan
atauimplementasi ketentuan hukum positif
(perundang-undangan) dan kontrak secara
faktual pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat
guna mencapal tujvan vang telah
ditentukan. Penglajian tersebut bertujuan
untuk memastikan apakah hasil pemerapan
pada peristiwa hukum in conereto terhadap
penjatuhan hukuman disiplin berupa
pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS yang dilakukan oleh Tergugat
terhadap Penggugat itu sesual atau tidak
sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau kontrak.
Adapun pendekatan masalah dengan
menggunakan Approach of legal content
analysts. Sebagaimana pendapat Abdulkadir
Muhammad apabila obvek kajian
mempokus pada substansi hukum,
pendekatan masalah vang sesuai adalah
pendekatan normatif-analitis substansi
hukum (appreach of legal content
analysis). Kaitan dengan pertimbangan
yuridis hakim memenangkan Penggugat
dalam sengketa kepegawaian dilakukan
dengan pendekatan normatif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian
bersumber dari penelitian kepustakaan
(library research) dan penelitian lapangan
(fiels research) yang terbagi menjadi data
primer dan data sekunder. Data primer
adalah data empiris yang diperoleh
langsung dari sumber antara lain dari
instansi atau lembaga vang terkait dengan
penelitian ini, yaitu Biro Hukum Setda
Provinsi Lampung, PTUN Bandar
Lampung, BKD Provinsi Lampung, dan
RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung,

Menurut Burhan Ashofa Populasi adalah
keseluruhan dari objek pengamatan atau
objek penelitian. Dalam hubungannya

dengan penelitian ini, maka respnden
dalam penelitian ini adalah pejabat terkait
kasus perkara kepegawaian Nomor 10/
G.TUN/z008/ PTUN-BL di Bandar
Lampung. Data yang telah terkumpul dan
tersusun secara sistematis kemudian
dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu
analisis untuk mendapatkan pemahaman
dengan melakukan pembahasan terhadap
permasalahan dalam penelitian ini,
selanjutnya menguraikan permasalahan
tersebut kedalam bagian-bagian sehingga
dapat diketahui status dan kelemahan
hukumnya.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
PTUN merumuskan pengertian tentang
sengketa TUN, yaitu yang timbul dalam
bidang TUN antara orang atau badan
hakum perdata dengan badan atau pejabat
TUN baik di pusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
TUN. Sebagaimana telah dikemukakan
dalam bab sebelumnya, bahwa dalam
tulisan ini wyang dijadikan ohbjek
permasalahan/penelitian adalah sengketa
kepegawaian sebagai akibat dikeluarkan-
nya Keputusan Gubernur Lampung.
Sengketsa tersebut merupakan sengketa
TUN antara Ardiantika Bernasari, yang
berstatus sebagai Penggugat melawan
Gubernur Lampung vang bertatus sebagai
Tergugat. Materi gugatan yang diajukan
oleh penggugat adalah berkenaan dengan
dikeluarkannyva keputusan Tergugat
berupa: Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : 826.3/606/ 11.12/2008.

3.1 Alasan Hakim Memenangkan
Penggugat dalam sengketa
kepegawaian

A, Kasus Posisi

Ardiantika Bernasari, S. Sos, seorang PNS
di lingkungan RSUD Abdul Moeloek Bandar
Lampung, tanpa alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan sering tidak
masulk kantor kuran_g lebih selama 1 (satu)
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tahun. Berdasarkan hasil Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) vang dilakukan oleh
Inspektorat Daerah/Badan Pengawas
Daerah Provinsi Lampung, Penggugat
mengakui tidak masuk kerja sejak bulan

Februari 2007 sampai dengan saat

pemeriksaan tanggal 24 Januari 2008,
Alasan Penggugat tidak masuk kerja karena
terlibat hutang-piutang vang tidak mampu
dibayarnya, dan orang yang menghutangi

menagih terus sehingga ia jatuh sakit dan

berobat ke Yogyakarta. Penggugat terbukti
melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pemberhentian’ PNS, dan
Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Disiplin PNS, sehingga
dijatuhi hukuman disiplin melalui Surat
Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
826.3/606/11.12/2008. Selanjutnya
Ardiantika Bernasari, menggugat Gubernur
Lampung di PTUN Bandar Lampung dan
menjadikan SK Pemberhentian tersebut,
sebagai obyek Sengketa di PTUN Bandar
Lampung.

Putusan PTUN Bandar Lampung terhadap

objek perkara Nomor: 826.3/696/11.12/
2008, intinya; Dalam eksepsi: bahwa
Tergugat mengajukan eksepsi mengenai
kadaluarsanya pengajuan gugatan
Penggugat dihubungkan dengan penerbitan
objek sengketa tanggal 06 Maret 2008, dan
sesuai dengan Berita Acara Serah Terima
Keputusan Nomor : 800/795/1.3/1V /2008,
Surat Keputusan tersebut telah diterima
penggugat pada tanggal 11 April 2008, Oleh
karenanya gugatan penggugat yang
diajukan tanggal 7 Agustus 2008 tidak
memenuhi ketentuan yang diatur dalam
Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU
Nomor 9 Tahun 2004 serta Penggugat tidak
mempunyai kepentingan untuk mengaju-
kan gugatan a quo, karena walaupun
pengugat mengajukan gugatan, sebenarnya
penggugat tidak mengakui bahwa yang
bersangkutan sudah lalai tidak masuk kerja
selama lebih 6 (enam) bulan sehingga
seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan
ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima. Penggugat dalam pemeriksaan,

Tergugat bermaksud menegakkan disiplin
pegawai yang menurut Tergugat telah
melanggar disiplin PNS; untuk me-
wujudkan hal tersebut di atas, Tergugat
menerbitkan objek sengketa; acuan dasar
yang diterapkan Tergugat adalah PP
Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan
Disiplin PNS; atas penjatuhan hukuman
disiplin tersebut berdzsarkan Pasal 15 ayat
{2) Jo Pasal 16 PP Nomor 30 Tahun 1980,
dapat mengajukan keberatan kepada atasan
pejabat vang berwenang menghukum
tersebut dalam jangks waktu 14 hari
terhitung mulai tangga! ia menerima
keputusan hukuman disiplin tersebut;
berdasarkan Pasal 48 UU Nemor 5 Tahun
1686 disebutkan : “Bahwa dalam hal suatu
badan hukum atau pejabat TUN diberi
wewenang atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesai-
kan sengketa TUN tertentu, maka sengketa
TUN tersebut harus diselesaikan secara
administratif yvang tersedia (ayat 1),
sedangkan ayat (2) menyebutkan”
pengadilan baru berwenang memeriksa,
memutus dan menvelesaikan sengketa tata
usaha negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jika seluruh upaya
administratif yang bersangkutan telah
digunakan”; bertitik tolak pada uraian
pertimbangan Pasal 15 avat (2) Jo Pasal 16
PP Nomor 30 Tahun 1980 di atas, maka
jenis keberatan dimaksud adalah
merupakan Banding Administratif; terlepas
apakah Penggugat telah mengajukan
keberatan atau telah melakukan prosedur
Banding Administratif pada atasannya dari
pejabat vang menghukum Penggugat,
maka pengadilan harusiah menyvatakan
tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara vang diajukan oleh Penggugat,
karena berdasarkan Pasal 51 avat (3) maka
PTUN-lah ‘wyang berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menvelesaikan
ditingkat pertama sengketa TUN dalam
perkara ini yang dalam hal ini adalah
Pengadilan Tinggi TUN Medan; karena
Eksepsi absolut Tergugat telah dikabulkan,
maka terhadap eksepsi lain dan pokok
perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.
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Mengkaji Putusan PTUN Bandar Lampung
beserta pertimbangan hukumnya,
selanjutnya dilakukan tinjauan yuridis
terhadap lembaga peradilan sebagaimana
diuraikan di bawah ini.

B. Tinjauan vuridis

Kompetensi utama Badan Peradilan
Administrasi yang dibentuk berdasarkan
UU Nomor 5 tahun 1986 adalah
menyelesaikan sengketa administrasi
antara Pemerintah dan warga masyarakat,
disebabkan pemerintah telah melanggar
hak-hak kepentingan warga. Peraturan
perundang-undangan khususnya pasal 1
ayat (4} UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UlJ
Nomor o Tahun 2004 menyatakan:
"Sengketa TUN adalah sengketa vang
timbul dalam bidang TUN antara orang
atau badan hukum perdata dengan Badan
atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun
di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan TUN, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yvang berlaka”.

Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian
tidak ditangani langsung oleh suatu
peradilan tetap, namun diselesaikan melalui
suatu proses yang mirip dengan suatu
proses peradilan, yvang dilakukan oleh suatu
tim atau oleh seorang pejabat yang disebut
peradilan semu (Quasi rechtspraak).
Pengertian Peradilan kepegawaian yang
dimaksud adalah serentetan prosedur
administrasi yang ditempuh oleh PN,
apabila ia merasa tidak puas dan
berkeberatan atas suatu tindakan berupa
keputusan vang dilakukan atasannya
(pejabat yang berwenang) vang merupakan
kepentingannya. Dalam hal ini sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 36 UU Nomor
8 tahun 1974 Jo UU No 43 tahun 1999 dan
Pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU
No 9 tahun 2004, dalam hal sengketa
kepegawaian terlebih dahulu dilakukan
prosedur administragi di lingkungan
pemerintahan sendiri. Bila mana
penyelesaian tersebut belum memberikan
kepuasan maka PNS yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Administrasi (Pengadilan TUN) sebagai
pengadilan tingkat pertama. Mengenai
prosedur penyelesaian sengketa kepegawai-
an, diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 UU
Nomor 5 tahun 1986, vang berbunyi : ayat
(1) dalam hal suatu badan atau pejabat TUN
diberi wewenang oleh atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif
sengketa TUN tertentu, maka sengketa tata
usaha tersebut harus diselesaikan melalui
upaya administratif yang tersedia, ayat (2)
pengadilan baru berwenang memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jika seluruh upaya
administratif yang bersangkutan telah
digunakan. Dengan demikian, yang
imaksud dengan upava administratif

‘adalah suatu prosedur yang dapat

ditempuh oleh seseorang atau badan hukum
apabila ia tidak puas terhadap suatu
keputusan TUN, vang dilaksanakan
dilingkungan pemerintahan sendiri, Upaya
administartif itu terdiri dari : (1) Banding
administratif, yakni apabila penyelesaian
dilakukan oleh instansi atasan atau instansi
lain dari yang mengeluarkan keputusan
vang bersangkutan, (2) Keberatan, yakni
jika penyelesaian harus dilakukan sendiri
oleh badan atau pejabat TUN yang
mengeluarkan keputusan, jika selurnh
prosedur itu telah ditempuh, tetapi ada
pihak vang belum merasakan keadilan atau
kepuasan, maka persoalannya dapat
digugat dan diajukan ke Pengadilan TUN,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 50
UU Nomor 5 tahun 1986 : “Pengadilan TUN
bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan senzketa
TUN di tingkat pertama”.

C. Pertimbangan Hakim Peradilan
TUN Memenangkan Penggugat

Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa
“Negara Indonesia berdasarkan atas
hukom, tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka. Kalimat itu senantiasa didengung-
kan oleh para founding father negara kita
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dan ditegaskan di dalam UUD 1945,
Konsekuensi sebagai negara hukum maka
segala kekuasaan yang ada baik di ekskutif,
legislatif dan yudikatif sebagai tiga pilar
organisasi kekuasaan rakyat dalam
menjalankan roda bernegara, berbangsa
senantiasa berlandankan hukum. M.
Yahya Harahap menyatakan konsekuensi
atas ideologi dan konsepsi negara hukum
yang menempatkan kekuasaan kehakiman
vang merdeka dan bebas dari pengaruh
serta campur tangan kekuasaan negara,
antara lain: (a) Adanya supremasi Hukum;
Peran rule of law dalam kehidupan
masyarakat menjadi unsur landasan (basic
ingredient) tata tertib kehidupan dari
pemaksaan dalam bentuk apapun, (b)
Kekuasaan Kehakiman melalui Badan
Peradilan menjadi Katup Penekan; Badan
Peradilan mempunyai kewenangan sebagai
“katup penutup” bagi setiap pelanggaran
hukum vang dilakukan oleh siapapun. (c)
Menempatkan Kekuasaan kehakiman
sebagai The Last Resort; Peran dan fungsi
pengadilan sebagai “katup penekan”, maka
pengadilan menjadi “tempat tarahir” atau
the fast resort dalam upava menagakkan
kebenaran dan keadilan. (d) Kekuasaan
Kehakiman sebagai Pelaksana Penagak
Hukum: Lebih lanjut dari peran dan
fungsinva sebagai katup penutup dan
tempat terahir, maka kekuasaan
kahakiman diberi kekuasaan sebagai
pelaksana penegak hukum. Kekuasaan ini
lazim disebut dengan kalimat “judiciary as
the upholders of the rule of law”. (e)
Kekuasaan kehakiman secara Konstitusi-
onal bertindak "Tidak Demokratis secara
Fundamental”; Sesuai dengan kemerdeka-
an dan kebebasan yang diberikan konstitusi
kepada kekuasaan kehakiman, badan-
badan peradilan dibenarkan dan
mengambil keputusan “fundamentally
undemocratie”. Tindakan yang diambil
dalam rangka melaksanakan tugas
keknasaan kehakiman mempunyai
kekuatan yang harus dipatuhi. Tindakan
atau putusan tersebut langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kehidupan
manusia.

Dengan penjelasan itu, maka mekanisme
kehidupan perorangan masyarakat dan
negara, diatur oleh hukum hal ini
menunjukkan bahwa semua warga negara
termasuk aparatur negara mempunyai
kedudukan yang sama dimuka hukum,
dengan demikian aparatur negara di dalam
melaksanakan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan dituntut untuk selalu
bersikap dan berprilaku sesuai norma-
norma hukum di dalam memberikan
pelayanan serta pengayoman kepada warga
masyarakat, Dalam kaitan ini, keberadaan
Pengadilan TUN merupakan salah satu
pilar dari negara hukum, karena di satu sisi
mempunyai peranan menonjol yaitu
sebagai lembaga kontrol terhadap sikap
tindak administrasi negara supava tetap
berada dalam rel hukum, di sisi lain, sebagai
wadah untuk melindungi hak individu dan
warga masyarakat dari tindakan
penyalahgunaan wewenang dan atau
tindakan sewenang-wenang administrasi
negara, Schagai lembaga pengawas, ciri-
¢iri yang melekat pads Pengadilan TUN
adalah:

(1) Pengawasan yang dilakukan bersifat
“external control * karena ia
merupakan lembaga vang berada
diluar kekuacaan administrasi negara
(bestuur).

(2) Pengawasan yang dilakukan lebih
menekankan pada tindakan represif
atau lazim disebut “control a posteriori
* karena selalu dilakukan sesudah
terjadinya perbuatan vang dikontrol.

(3) Pengawasan itu bertitik tolak pada segi
“legalitas” karena hanya menilai dari
segl hukum (rechtmatig) nya saja,

Fungsi pengawasan PTUN nampaknya
sulit dilepaskan dari fungsi perlindungan
hukum bagi masyarakat, karena dapat
mempaosisikan individu berada pada pihak
yang lebih lemah bila berhadapan di
pengadilan, sementara tolok ukur bagi
Hakim Administrasi dalam mengadili
Sengketa Administrasi Negara adalah pasal
54 ayat (2) UU Nemor 5 Tahun 1986
(sering disebut pasal ‘payvung’ atau
menghidupkan kompetensi PTUN diantara
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pasal-pasal yang lain), yang menentukan
alasan-alasan untuk dapat digunakan
dalam gugatan di Pengadilan TUN.
Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan
juga dasar pengujian dan dasar pembatalan
bagi hakim dalam menilai apakah
keputusan TUN yang digugat itu bersifat
melawan hukum atau tidak, untuk
kemudian keputusan vang digugat itu perlu
dinyatakan batal atau tidak. Sementara itu,
isi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9
Tahun 2004 dimaksudkan sebagai berikut
. Alasan-alasan yang dapat digonakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud
dalam avat 1 adalah: (a) ‘Keputusan
Administrasi negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, (b)
Keputusan TUN yang digugat bertentangan
dengan Asaz-Asaz Umum Pemerintahan
yang Baik atau Layak (AAUPB/AAUPL).
Dari rumusan di atas, ditemukan asas
larangan “penyalahgunaan wewenang” dan
asas larangan “bertindak tidak sewenang-
wenang” keduanya termasuk bagian dari
AAUPB, Perbuatan Tergugat menerbitkan
Keputusan Nomor: 826.3/606/11.12/2008,
dinilai oleh Penggugat melanggar AAUPB
yaitu azas kecermatan dan ketelian, karena
Tergugat dalam menerbitkan keputusan
tidak melalui prosedur vang berlaku sesuai
dengan ULL

Pada saat perkara sengketa kepegawaian
dalam tahap pemeriksaan persiapan Majelis
hakim menyarankan kepada Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya, kiranya
terhadap keputusan dimaksud dapat
diperbaiki, . karena permasalahannya
menyangkut masa depan seseorang, dan
bila mana keputusan dimaksud tidak
dilakukan perbaikan, besar kemungkinan
jika gugatan diteruskan dan masuk pokok
perkara, Tergugat secara hukum berada
dalam posisi yang lemah karena terdapat
kelemahan dalam keputusan dimaksud.
Menurnt Majelis terdapat banyak
kelemahan pada Keputusan dimaksud
antara ldin: (1) Penjatuhan hukuman
pemberhentian tidak dengan hormat sesuai
dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 tersebut

terlalu berat karena majelis hakim
menganggap hukuman dimaksud adalah
hukuman mat bagi PNS, sedangkan jenis
hukuman disiplin berat terdiri dari beberapa
alternatif pilihan. Penjatuhan hukuman
tidak memenuhi prosedur, karena terhadap
yang bersangkutan tidak pernah diberikan
peringatan, pernyataan tidak puas secara
tertulis dan atau penghentian gai oleh
satuan kerjanya, dan dasar pemberhentian
adalah langsung memberlakukan Pasal 12
ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979, tanpa
melalui ayat (1) dan ayat (2) terlebih
dahulu. (2] Majelis ahakim menyarankan
kiranya terhadap keputusan Tergugat
dimaksud dapat diperbaiki, karena selain
beberapa hal tersebut di atas, per-
masalahannya menyangkut masa depan
seseorang. {3) Selain itu bilamana terhadap
keputusan Tergugat dimaksud tidak
dilakukan perbaikan, besar kemungkinan
jika zugatan diteruskan dan masuk pokok
perkara, Tergugat secara hukum berada
dalam pesisi yang lemah karena terdapat
banyak kelemahan pada keputusan
Tergngat dimaksud.

Menurut Indroharto, urgensi keberadaan
AAUPL yang tersirat dalam pasal 53 ayat
(2) UU Neo. 5 Tahun 1986 adalah, disamping
dapat digunakan untuk menggugat juga
merupakan dasar-dasar yang digunakan
Hakim Administrasi dalam menguji atau
menilai apakah Keputusan Administrasi
Negara vang disengketakan itu bersifat
melawan hukum atau tidak. Lebih lanjut,
Indroharte memerinei  dasar-dasar
pertimbangan untuk menguji Keputusan
Administrasi Negara vang dapat digugat
kedalam empat ukuran, yakni; (1)
Bertentangan dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, (2)
Melanggar larangan detournement de
pouveir, (3) Menyimpang dari nalar yang
sehat (melanggar larangan willekeur), (4)
Bertentangan dengan AAUPB. Sebenarnya
keberadaan ke-empat kriteria di atas,
diformulasikan dari ketentuan Pasal 53 ayat
(2) butir a, b, ¢ yang dibandingkan dengan
ketentuan Pasal 8 ayat (1) Wet AROB dan
merupakan dasar menguji UU oleh Afdeling
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Rei::h‘fspr&ﬂk raad van Stater terhadap

suatu beschikking yang digugat, namun

UU No. 5 Tahun 1986 tidak dengan tegas
mencantumkan AAUPB kedalam salah
satu pasalnya (seperti dalam butir (d) Wet
AROB).

Jadi yang perlu diperhatikan dalam
penerapan AAUPB secara konkrit adalah
memperhatikan pandangan-pandangan,
ide-ide kondisi yang dianut dalam sistem
dan praktek pemerintahan baik politik,
kultural maupun ideologi, Dengan
demikian, Hakim Administrasi perlu
berpedoman pada beberapa dasar
pertimbangan di atas, karena para hakim
pada saat menerapkan hukem (AAUPB)
bertindak sebagai penemu hukum,
pembentuk hukum, pembahary hukum,
penegak hukum dan sebagai benteng
keadilan., Sementara peénerapan asaz
hukum oleh Hakim Administrasi di
pengadilan menurut Philipus M Hadjon,
secara teknis dapat didekati dengan dua cara
yaitu melalui penalaran hukum induksi dan
deduksi. Di dalam Metode induksi, langkah
pertama yang dilakukan hakim dalam
menangani sengketa adalah merumuskan
fakta, menecari hubungan sebab-akibat dan
mereka-reka probabilitasnya. Kemudian
diikuti dengan metode deduksi, yang
diawali dengan mengumpulkan fakta-
fakta, dan setelah fakta Dberhasil
dirumuskan, selanjutnya dilakukan upaya
“penerapan hukum (asaz hukum)”,

Langkah utama dalam penerapan hukum
adalah mengidentifikasi aturan aturan
hukum. Dari langkah ini akan dijumpal
suatu kondisi hukum yang bérmacam-
macam, Pertama, adanya kekosongan
hukum (kekosongan peraturan perundang-
undangan) jika hal ini ter_]adl maka hakim
berpegang pada asas “ius curia novit” hakim
wajib menggali nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masvarakat. Upaya inilah

yang sering disebut sebagai metode

Penemuan hukum (rechtsvinding) Kedua,

akan terjadi kondisi antinomi (konflik

norma hukum). Seolusinya berlakulah
prinsip-prinsip “asas lex posterior derogat

legi priori,” asaz lex specialis derogat lex
generalis”dan “asaz lex superior derogat legi
inferior " Ketiga, dalam menghadapi norma
hukum yang kabur, maka hakim
berpegang pada rasioc hukum yang
terkandung dalam peraturan hukum, untuk
selanjutnya menetapkan metade inter-
prestasi yvang tepat, sedangkan menurut
Bagir Manan, untuk mempertemukan
antara kaidah hukum dengan peristiwa
hukum atau fakta, diperiukan berbagai
metode vaitu metode penafsiran dan
metode konstruksi. Melihat perkembangan
praktek penerapan kaedzh hukum tidak
tertulis oleh hakim administrasi dewasa ini,
nampaknya ada kecenderungan mengarah
pada kondisi diterimanva vurisprudensi, di
samping kedua asaz vang sudah tercantum
dalam Pasal 53 ayat (2) butir bdan ¢
artinya, vurisprudensi dapat diakui sebagai
hukum dalam arti konkeet (in concreto)
Bagir Manan.

Terungkap dalam persidangan bahwa
Penggugat burm}a'kﬂ" keterangan saksi
menyatakan bahwa Penggugat hadir
antara bulan Maret 2007 sampai dengan
bulan Maret 2008, meskipun tidak
melaksanakan tugas dan mengisi absen,
bahwa benar Penggugat tidak rutin hadir
di kantor, kadang-kadang 1 atau 2 kali
seminggu, dan jika Penggugat sakit dan
metigirim surat keterangan sakit dari RS
Bumit Waras. Dalam persidangan vang
dihadirkan sebagai saksi. Dalam
kesaksiannya saksi menielaskan bahwa
Penggugat sering tidak masuk kerja. Pada
saat masuk kerja vang bersangkutan jarang
melaksanakan tugas karena vang
bersangkutan sering di cari-cari orang luar
terkait utang piutang. dan walaupun yang
bersangkutan masuk kerja tapi jarang
mengisi absen, sebab vang bersangkutan
hawatir kalau dia mengisi absen akan
diketahui orang lain bahwa dia masuk
kerja, dan hawatir ada orang lain yang
membocorkannya kepihak luar, sehingga
membuatnya semakin tertekan,
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3.2, Implikasi Hukum Putusan Hakim
tentang Senghketa Kepegawaian
Memenangkan Penggugat

KTUN merupakan salah satu pilar penting
dalam penggunaan wewenang pe-
merintahan, khususnya penyelenggaraan
pemerintahan oleh pejabat TUN dalam
mewujudkan pelayanan publik. KTUN
sebagai instrumen pemerintahan dalam
melakukan tindakan hukum sepihak dapat
menjadi penyebab terjadinya pelanggaran
hukum terhadap warga negara, apalagi
dalam negara bukum modern yang
memberikan kewenangan yang luas kepada
pemerintah untuk mencampuri urusan
kehidupan sosial ekonomi warga,
Implementasi KTUN selama ini dan
dapatkah KTUN tersebut menjamin
pelaksanaan good governance oleh
pemerintahan yang memiliki kewenangan
sepihak. Suatu KTUN itu sudah tepat
apabila memenuhi syarat pertama yang
harus kita harus lihat, syarat pembuatan
keputusan itu. Suatu keputusan itu sah
menurut hukum jika memenuhi dua
syarat. Yakni, pertama adalah syarat
formal yang terkait prosedur. Apakah
pembuatan keputusan tersebut sudah sesuai
prosedur atau tidak. Kedua, syarat
kewenangan vang terkait apakah yang
membuat keputusan itu ada kewenang-
annya dan bersumber dari mana
kewenangan itu. Di dalam surat keputusan
itu ada dasar hukum yang dicantumkan
yvang menyebut aturan-aturan yang
memberi kewenangan kepada pejabat
tersebut dalam membuat suatu keputusan.
Ada juga syarat materil, atau subtansinya.
Artinya norma atau pasal-pasalnya, tidak
boleh ada norma dalam suvatu surat
keputusan vang mengandung cacat yuridis
atau penipuan atau kesesatan saja.

Gugatan yang dilakukan oleh PNS,
Penggugat terhadap atasannya merupakan
suatu tindakan hukum yang umum
dilakukan seorang pegawai karena merasa
tidak puas atas SK tersebut, disertai sikap

tidak menerima terhadap penyelesaian
yang dilakukan melalui pemeriksaan
internal di luar pengadilan, karena tidak
mendapat hasil maksimal. Menurut
Hazairin Harahap (2005; 33) gugatan yang
diajukan pihak yang dirugikan pada pihak
lain harus didasarkan pada ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 53 avat (1), dan bila
melihat objek sengketa, maka pengajuan
gugatan oleh penggugat ke Peradilan
Administrasi pada dasarnya sudah tepat
karena diajukan masih dalam tenggang
waktu go hari sejak Penggugat menerima
SK tersebut (Pasal 55 UU No 5 tahun 1986
Jo UU Ne. g tahun 2004}, oleh karenanya
putusan PTUN Bandar Lampung vang
menyatakan berwenang untuk mengadili
perkara tersebut adalah sudah tepat.
Selanjutnyva, penggugat menyatakan
bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-
wenang dalam mengeluarkan Keputusan
Nomor; 826.3/696/11.12/2008. Pernyataan
Penggngat tersebut sudah sesuai dengan
fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, karena berdasarkan fakta-
fakta diketahui tidak adanya proses yang
jelas dan pengujian terlebih dahulu
seménjak adanya laporan RSUD Abdul
Moeloek tentang pelanggaran Disiplin PNS
yvang ditindaklanjuti pemeriksaan oleh

Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan

rekomendasi pimpinan unit kerja
penggugat vang berisi, bahwa sebelum
mengeluarkan keputusan tersebut di
keluarkan terlebih dahulu harus
dilaksanakan prosedur yang tertuang
dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) baru
dilaksanakan penerapan Pasal 12 ayat (3)
PP Nomor 32 Tahun 1979. Terungkap
dalam persidangan bahwa Penerapan Pasal
12 ayat (3) tidak melalui tahapan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12
ayat (1) dan ayat (2). Mengenai pokok
perkara, tentang pernyataan Tergugat
bahwa dalam menerbitkan Keputusan
dilakukan dengan benar dan sesuai dengan
mekanisme dan prosedur vang diatur UU,
adalah benar karena sebagai pejabat yang
berwenang menghukum (Pasal 7 ayat (1)
Huruf d PP No. 30 tahun 1980}, Gubernur
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berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
terhadap PNS wyang telah terbukti
melanggar peraturan disiplin PNS, setelali
dilakukan pemeriksaan, dengan demikian
Keputusan No. 862.3/696/11.12/2008 vang
diterbitkan tergugat bertentangan dengan
apa yang dimaksud dalam alasan-alasan
gugatan dalam Pasal 53 UU Nomor 5 tahun
1986 Jo UL No g tahun 2004 tentang
Peradilan TUN, vaitu; {1} Dengan jelas
KTUN vang digongat itu tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
(2) Keputusan tersebut tidak bertentangan
dengan AAUPB.

Selanjutnya, putusan majelis hakim vang
isinya menyatakan ‘“gugatan dapat
diterima", mengandung makna bahwa
gugdtan memenuhi syarat-syarat forimal
sebuah gugatan, khususnya svarat formal
yang terpenuhi berkaitan dengan
kewenangan kompetensi Pengadilan TUN
Bandar Lampung.. Kompetensi absolut/
atribusi oleh R Subekti memberikan arti
“Uralan tentang kekuvasaan atau
wewenang sesuatu jenis pengadilan”,
Mengenai Eksepsi, pada dasarnya dapat
dilakukat dengan cara diajukan kepada
pengadilan yang bersangkutan selama
berlangsungnya proses persidangan,
dengan catatan eksepsi diajukan sebelum
majelis hakim menetapkan putusan, dan
untuk keperluan tersebut maka inisiatif
harus datang dari pihak tergugat, walaupun
dalam hal ini hakim berpendapat bahwa
persoalan vang diajukan kepadanya itu
tidak termasuk dalam wewenangnya,
sehingga secara ex-officic  hakim
menyatakan dirinya tidak berkompeten.
Tentang hal ini, Sjachran Basah
menegaskan bahwa, eksepsi terhadap
distribusi harus diajukan pada permulaan
dalam persidang, dimana kepada Tergugat
untuk pertama kalinva diberikan
kesempatan menyampaikan jawaban atas
gugatan terhadap dirinya. Kesempatan itu,
digunakan oleh Tergugat untuk
mengemukakan eksepsinya menyatakan
gugatan penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard). Tangkisan
macam dikemukakan tidak terpisah dari

pokok persoalannya. Hakim memeriksa
dan menyelesaikan masalah eksepsi itu
terlebih dahulu sebelum memasuki pokok
persoalan, Hal tersebut berlainan dengan
eksepsi “lain” yvang harus dikemukakan
serentak dengan pokok persoalan dan
diputuskan pula secara bersamaan. Dalam
Putusan PTUN ini, bila pengadilan
menvatakan tidak bers ucnang untuk
mengadili perkara, maka seharusnya hakim
mengeluarkan Putusan sela sehingga tidak
perlu memeriksa pokok perkara, walaupun
tindakan hakim yang tidak maqgeluarkan

Putusan sela dalam memeriksa perkara
tersebut dapat dibenarkan karena tidak
melanggar ketenmtuan Hukum Acara

Peradilan TUN.

Dengan demikian Putusan PTUN Bandar
Lampung ter h-.;hr perkara Nomor 10/
G.TUN/2z008/PTUN-BL. adalah putusan
tepat dan bena ¢ karena sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan sudah mencerminkan rasa keadilan,
hal ini berimplikasi kepada Tergugat untuk

melaksanakan putusan TUN dengan
mencabut kvpl_‘.r_um_ vang menjadi ohjek
sengheta, dan mes ..u‘ tifkan kembali

Penggugat sebagai PNS. Putusan TUN
bersifat final dan mengikat dan ditindak
lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan
Keputusan Nomor: 800/864/11.12/2009
tanggal 31 Maret 2009 tentang Pengaktifan,
kembali Saudari Ardiantika Bernasari
sebagai Pezawai Negeri. Hal ini dibenarkan
oleh Penggugat pada saat Wawancara pada
tanggal 20 Oktober 2000 bahwa yvang
bersangkutan pada tanggal 27 April 2009
menerima ke :"w.if'_.!'\-r.. Gubernur tentang
Pengaktipan kembali dirinya sebagai PNS
dan terhitung mulai tan; ..'i o1 April 2009
telah menerima kembali haknya berupa
gaji, serta vang bersangkutan telah
diberikan tugas dan tanggung jawab berupa
merekap daftar nama PNS Pemerintah
Provinsi Lampung vang mengajukan klim
atas bantuan penggantian biaya
pengobatan yang sumber dananya APBD
Tahun 20049 Provinsi Lampung pada Pos
Baniuan.
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Adapun mengenai hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepada Penggugat terbukti
melanggar indisipiner berupa tidak masuk
kerja secara terus menerus selama 6 (enam)
bulan dan perbuatan tersebut melanggar
Pasal 12 ayat (3) PP 32 Tahun 1979. Hal ini
terungkap dalam persidangan sesuai
dengan pakta hukum bahwa unsur
meninggalkan tugas secara tidak sah,
dalam arti meninggalkan tempat kerja
dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan
secara hukum yang dalam penjelasan PP
Nomor 32 Tahun 1979 dikatagorikan
sebagai lalai hadir dan melaksanakan tugas,
Terungkap bahwa fakta-fakta ketidak-
hadiran Penggugat ditempat kerja dan
meninggalkan tugas sebagaimana
mestinva disebabkan oleh karena persoalan
ekonomi dimana Penggugat terlibat utang,
baik dengan sesama PNS di RSUD Abdul
Mocloek maupun terhadap orang lain
dimana hutang tersebut demikian rupa
sehingga tidak sanggup . bayar yang
mengakibatkan para berpiutang melakukan
penagihan secara paksa sehingga tidak ada
ketenangan di dalam bekerja. Atas
pertimbangan diatas Tergugat telah
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
862.3/1085/11.12/2009 tentang Hukuman
Disiplin berupa Penurunan Pangkat
Terhadap Saudari Ardiantika Bernasari,
vang dalam amar putusannya menjatuh-
kan hukuman disiplin berupa “Penurunan
pangkat pada pangkat yang setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun” terhitung
mulai 01 Mei 2009. Berdasarkan Surat
Pengantar Pengiriman Nomor: 800/1029/
Il.12/2000¢ tanggal 27 April 2009,
keputusan tersebut telah diterima oleh
RSUD Abdul Moeloek, Hal ini dibenarkan
oleh Penggugat pada saat wawancara pada
tanggal 20 Oktober 2009, bahwa
Penggugat telah menerima Keputusan
Nomor: 862.3/1085/11.12/2009 tentang
Hukuman Disiplin berupa Penurunan
Pangkat Terhadap Saudari Ardiantika
Bernasari. Hukuman disiplin penurunan
pangkat mengutip pendapat Soegiharto,
dan Rekan harus mengikuti tata cara: Jenis
Hukuman disiplin yang berupa penurunan

pangkat yang setingkat lebih rendah
ditetapkan dengan surat keputusan, jenis
hukuman, jenis hukuman disiplin yang
berupa penurunan pangkat ditetapkan
untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan dan untuk paling lama 1 (satu)
tahun, setelah masa menjalani hukuman
disiplin penurunan pangkat selesai, maka
pangkat PNS yang bersangkutan dengan
sendirinya kembali pangkat yang semula,
dan masa dalam pangkat terahir sebelum
dijatuhi hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat, dihitung sebagai masa
kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.

IV. PENUTUP
4.1 Simpulan

(1) Hakim memenangkan Penggugat
dalam sengketa kepegawaian Nomor :
10/G. TUN/2008/PTUN-BL, adalah
dengan dasar Landasan Yuridis Pasal
53 ayat (2) hurufa dan b UU Nomeor 5
Tahun 1986 yang telah diubah dengan
UU Nomor ¢ Tahun 2004, bahwa
Tergugat menerbitkan Keputusan

Nomor: 862.3/696/11.12/2608,
melanggar AAUPB  khususnya

larangan bertindak sewenang-wenang.
Secara prosedural untuk mem-
berhentikan PNS sebagaimana diatur
dalam Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32
Tahun 1979, terlebih dahulu melalui
tahapan sebagaimana ditentukan pada
Pasal 12 avat (1) dan ayat (2) vang
masing-masing memiliki tahapan dan
konsekuensi hukum dalam rangka
pembinaan terhadap PNS yang
menjadi bawahan pejabat TUN yang
berwenang. Dari segi materiil bahwa
ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor
32 Tahun 1979 adalah (1) unsur tidak
masuk kerja terus menerus dan (2)
unsur meninggalkan tugas secara tidak
sah. Penggugat melakukan tindakan
indisipliner berupa sering tidak masuk
kerja tidak sama dengan tidak masuk
kerja terus menerus.
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(2) Implikasi hukum atas putusan Hakim
PTUN yang memenangkan Peng-
gugat, Keputusan Nomor 862.3/396/
11.12/2008, yang dikeluarkan oleh
Tergugat tidak sah menurut hukum.
Implementasi dari tidak sahnya
Keputusan tersebut Tergugat telah
menerbitkan Keputusan Nomor: 8oo/
864/11.12/2009 tanggal 31 Maret 2009
tentang Pengaktifan kembali Saudari
Ardiantika Bernasari, sebagai PNS
terhitung sejak ditetapkan. Mengingat
Penggugat telah terbukti melakukan
pelanggaran indisiplier berupa tidak
masuk kerja/tidak melaksanakan
tugas secara terus menerus selama 6
(enam) bulan, maka Tergugat telah
mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor: 862.3/1085/11.12/2000
tentang Hukuman Disiplin berupa
Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah terhadap Saudari Ardiantika
Bernasari.

4.2 Saran

(1) Prosedur administrasi merupakan hal
penting dalam suatu pemerintahan,
oleh karena itu sevogyanya
Pemerintah Provinsi Lampung
menjadikan kasus ini sebagai pelajaran,
sehingga kasus-kasus serupa tidak
terulang kembali, dengan begitu
keputusan yang dikeluarkan tetap
mengacu kepada Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku,

(2) Dalam membuat suatu Keputusan
terutama di bidang kepegawaian

hendaknya kaedah hukum baik secara
formil maupun matriil peraturan
perundang-undangan vang berlaku
tetap ditaati serta tetap mengedepan-
kan AAUPB, utamanya asas
kecermatan dan ketelitian sehingga
kepastian hukum dapat ditegakkan.
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